
BAB I 

PENDAHULUAN  

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

 Sumber daya alam dan manusia tidak dapat di pisahkan karena merupakan satu 

kesatuan. Diatur dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945 bahwa bumi air, 

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di 

pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam pasal 1 angka 9 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan 

Lingungan Hidup (UUPPLH) menjelaskan bahwa sumber daya alam adalah unsur 

lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara 

keseluruhan membentuk ekosistem.  

  Pasal 1 angka 1 UUPPLH menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah 

kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk 

manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan 

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Menurut 

Munadjat Danusaputo, Lingkungan atau Lingkungan hidup adalah semua benda dan 

daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang 

terdapat dalam ruang dimana manusia dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta 

kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. 1 Otto Soemarwoto Berpendapat 
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bahwa lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu Makhluk hidup 

Bersama dengan benda Hidup dan tak hidup di dalamnya. 2  

Lingkungan hidup tidak hanya tentang manusia dan makhluk hidup tetapi tentang 

bagaimana kita sebagai makhluk hidup dapat bertahan dengan keadaan yang bersih 

dengan pengelolaan yang baik, bukan hanya 1 atau 2 orang tetapi tentang kita, 

bagaimana bisa, kita menghirup udara yang kurang baik apakah hidung kita dapat 

menerima itu semua, yang ada hidung kita dapat menolak dan menghasilkan kotoran 

yang ada di hidung guna memfiltering udara yang masuk ke dalam tubuh. Jika di dalam 

tubuh kita menerima banyak pasokan udara yang segar maka di dalam otak atau organ 

tubuh lain nya dapat menghasilkan tubuh dengan fit. Begitu pun jika keadaan air kita 

tidak tercemar oleh limbah, maka masyarakat pun tidak akan terkena penyakit yang 

berbahaya sehingga masyarakat setempat dapat menikmati, bagaimana jika sungai 

sungai yang ada sudah mulai tercemar dengan limbah atau air kotor yang di buang oleh 

oknum oknum dan badan usaha yang tidak bertanggung jawab atas terjadinya limbah 

yang di buang ke pemukiman warga l 

 Menurut lkoesnadi, ltidak lada listilah lhukum llingkungan, lyang lada lsegi-

segi lkepidanaan lhukum llingkungan l(strafrechtelijk lmilieurecht).3 lMenurut lAndi 

lHamzah lapabila lkita lmenulis ljudul l“Hukum lLingkungan” lmaka ldi ldalamnya 

lada lsegi lkepidanaan, lsegi ladministrasi, lsegi lkeperdataan lhukum llingkungan, 
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ltetapi ljika lkita lmenulis lhanya lbagian lkepidanaan litu lsaja lmaka ltidak lkeliru 

ljika lmenyebut lhukum lpidana llingkungan.4 l 

Kualifikasi ldelik lformal lsebagaimana ldiatur ldalam lpasal l100-111 ldan l113-

115, lmenunjuk lpada l“perbuatannya lyang ldilarang ldan ldiancam lpidana”. 

lPerbuatanu lyang ldilarang ldan ldiancam lpidana ltersebut lberupa: l 

a. Melanggar lbaku lmutu lair llimbah, lbaku lmutu lemisi, latau lbaku lmutu 

lgangguan l(pasal l100) l 

b. Melepaskan ldan latau lmengeedarkan lproduk lrekayasa lgenetik lke lmedia 

llingkungan lhidup lyang lbertentangan ldengan lperaturan lperundang-

undangan latau lizin llingkungan l(Pasal l101) l 

c. Melakukan lpengelolaan llimbah lB3 ltanpa lizin l(Pasal l102) l 

d. Menghasilkan llimbah lB3 ldan ltidak lmelakukan lpengelolaan l(Pasal l103) l 

e. Melakukan ldumping llimbah ldan latau lbahan lke lmedia llingkungan lhidup 

ltanpa lizin l(Pasal l104) l 

f. Memasukkan llimbah latau llimbah lB3 lke ldalam lwilayah lIndonesia l(Pasal 

l105 ldan l106 l 

g. Memasukkan lB3 lyang ldilarang lmenurut lperaturan lperundang-undang lke 

ldalam lwilayah lIndonesia l(Pasal l107) l 

h. Melakukan lpembakaran llahan l(Pasal l108) l 
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i. Melakukan lusaha ldan latau lkegiatan ltanpa lmemiliki lizin llingkungan 

l(Pasal l109) l 

j. Menyusun lAmdal ltanpa lmemiliki lserifikat lkompetensi lpenyusun lAmdal 

l(Pasal l110) l 

k. Pemberian lizin llingkungan loleh lpejabat ltanpa ldilengkapi ldengan lAmdal 

latau lUKL-UPL latau lizin lusaha ltanpa ldi llengkapi ldengan lizin 

llingkungan l(Pasal l111) l 

l. Memberikan linformasi lpalsu, lmenyesatkan, lmenghilangkan linformasi, 

lmerusak linformasi, latau lmemberikan lketerangan lyang ltidak lbenar lyang 

ldi lperlukan ldalam lkaitannya ldengan lpengawasan ldan lpenegakan lhukum 

lyang lberkaitan ldengan lperlindungan ldan lpengelolaan llingkungan lhidup 

l(Pasal l113) l 

m. Penanggung ljawab lusaha ldan latau lkegiatan lyang ltidak lmelaksanakan 

lpaksaan lpemerintah l(Pasal l114) l 

n.  lMencegah, lmenghalang-halangi, latau lmenggagalkan lpelaksanaan ltugas 

lpejabat lpengawas llingkungan lhidup ldan latau lpejabat lpenyidik lpegawai 

lnegeri lsipil l(Pasal l115) l 

Inti ldari lkedua lkualifikasi ldelik llingkungan lsebagaimana ldiuraikan ldi 

latas lbahwa ldalam ldelik lmateril lyang ldilarang ladalah lakibat ldari lperbuatan, 

lsedangkan ldalam ldelik lformal lyang ldilarang ladalah lperbuatannya, lAkibat ldari 



lperbuatan ltersebut ldapat lberupa ldilampauinya lbaku lmutu ludara lambien, lbaku 

lmutu lair, lbaku lmutu lair llaut latau lkriteria lbaku lkerusakan llingkungan lhidup. 

lDampak ltersebut ldapat lberakibat lorang lluka, lluka lberat, lmembahayakan 

lkesehatan, lbahkan lmati. lRumusan lini lsecara lyuridis ltidak ljauh lberbeda ldengan 

lundang-undang lsebelumnya lundang-undang lsebelumnya lyang lmenggunakan 

lrumusan lberakibat lpencemaran ldan latau lkerusakan llingkungan ltolak lukur 

lyuridis ltidak llain ladalah ldilampauinya lbaku lmutu ldan lkriteria lbaku lkerusakan 

llingkungan. lUntuk lkepentingan lpembuktian, lmaka lkedua lrumusan ldelik ltersebut 

lharus ldirinci lunsur-unsurnya. lBerdasarkan lrumusan lpasal l98 ldan l99 lUUPPLH- 

l2009, lmaka lunsur-unsur ldelik llngkungan lmeliputi: l 

a. Setiap lorang l 

b. Dengan lsengaja latau lkarena lkelalaiannya l 

c. Melakukan lperbuatan l 

d. Mengakibatkan ldilampauinya lbaku lmutu ludara lambien, lbaku lmutu 

lair, lbaku lmutu lair llaut, latau lkriteria lbaku lkerusakan llingkungan 

lhidup. l 

Baku lmutu lair ladalah lbatas latau lkadar lmakhluk lhidup, lzat, lenergi latau 

lkomponen llain lyang lada latau lharus lada ldan latau lunsur lpencemaran lyang 

lditenggang ladanya ldalam lair lpada lsumber lair ltertentu lsesuai ldengan 

lperuntukannya; 



Pencemaran lLingkungan ladalah lrusaknya llingkungan ldikarenakan 

lbanyaknya llimbah, lpolusi ldan lkerusakan llingkungan lberada ldi lsekitar 

lkehidupan lmanusia lpermasalahan lini lsangat lmenjadi lsorotan ldi lkalangan 

lmasyarakat. lBanyaknya lpencemaran llingkungan lini lberawal ldari lpencemaran 

lair,pencemaran ludara,pencemaran ltanah ldan llain lsebagainya ladanya lpencemaran 

lini lmemiliki lfaktor. lpencemaran lyang lsekarang lsudah lmulai lsulit ldikendalikan 

lutamanya lsetelah ladanya lrevolusi lperindustrian. lAkibatkan lbanyak lsekali lpabrik 

lyang ldibangun ldan lmenyebabkan lberbagai lmacam lpencemaran latau lpolusi. 

 Hal lini ltidak lterlepas ldari lkegiatan lindustri lyang lmelibatkan lpenggunaan 

lbahan-bahan lkimia lyang lberbahaya lterutama llimbah lindustri ljika lterlepas lke 

llingkungan ltanpa lmelalui lproses lpengolahan llebih llanjut lsehingga lbahan-bahan 

ltersebut ldapat ldiurai loleh lmikroorganisme ldi llingkungan lpembuangnya, 

lSehingga ltidak lmenghasilkan lzat-zat lyang lberbahaya lbagi lmasyarakat lsekitar. 

lPerlu ldi lperhatikan ljuga lmengenai lpembuangan ljangan lsampai lterjadi 

lkebocoran lataupun lkelalaian ldalam lmenjalankan ltugasnya lkarna lini ldapat 

lberakibat lsangat lserius. lPencemaran litu lsendiri ldapat ldi lartikan lsebagai lmasuk 

ldan ldimasukkannya lmakhluk lhiduo,zat, lenergi ldan lkomponen lyang llain 

lkedalam lair ldan ludara loleh lkegiatan lmanusia ldan ljuga lproses lalam lsehingga 

lkualitas ludara ldan lair ltersebut lmenjadi lkurang lbaik latau ltidak llagi lberfungsi 

llagi lsesuai ldengan lpembentukannya 



Adapun lHukum llingkungan lmemiliki lkedudukan lstrategis lguna 

lmelindungi llingkungan ldan lsumber ldaya lalam ldari lkegiatan lpembangunan lyang 

ldilakukan lsecara lberkelanjutan. lKaidah ldasar lyang lmelandasi ltujuan 

lpembangunan lIndonesia ltermasuk lperlindungan llingkungan, ltercantum ldalam 

lalinea lkeempat lPembukaan lUUD l19455 

Upaya lsadar ldan lterencana lyang lmemadukan laspek llingkungan lhid lup, 

lsosial, ldan lekonomi ldapat ldilihat ldalam lUndang-Undang lNo l32 lTahun l2009 

ltentang lPerlindungan ldan lPengelolaan lLingkungan lHidup lPasal l70 layat l(1) 

lmenyatakan lbahwa lMasyarakat lmemiliki lHak ldan lKesempatan lyang lsama ldan 

lseluas-seluasnya luntuk lberperan laktif ldalam lperlindungan ldan lpengelolaan 

llingkungan lhidup. lKhusus lnya ldi lNegara lKesatuan lRepublik lIndonesia lsangat 

lmelimpah lsumber ldaya lalamnya lsehingga lpatut luntuk ldijaga ldan ldikelola 

ldengan lsebaik-baiknya. lNamun lsayang lmasih lbanyak loknum loknum lyang 

lmasih lsaja lmerusak lekosistem lyang lada, lseperti lyang lpenulis ltemukan ldi 

ldaerah lbandung ltepatnya lbandung lbarat ldisana lada lsalah lsatu lpabrik lindutri 

ltekstil lyang lmelanggar lhukum lseperti lpada lkasus lperkara lnomor l894 

lk/pid.sus.LH/2019 l 

Pencemaran lyang lterdapat ldi lsungai lcitarum ldiakibatkan loleh lkegiatan 

lindustri. lTerjadinya lpencemaran llingkungan lhidup lsalah lsatu lukurannya ldari 
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l2017), lhal. l19. 



lindikatornya lmelampaui lbatas lbaku lmutu llingkungan lyang lditetapkan, lberarti 

lharus ldi lbuktikan lukuran lbatas latau lkadar lmakhluk lhidup, lapakah ltelah lterjadi 

lpencemaran llingkungan lhidup, lini lterletak lpada lbaku lmutu llingkungan lhidup 

l(air llimbah) lbaku lmutu lair llimbah ladalah lukuran lbatas latau lkadar lunsur 

lpencemaran ldan latau ljumlah lunsur lpencemaran lyang ldi ltenggang lkeberadaanya 

ldalam lair llimbah lyang lakan ldi lbuang latau ldi llepas lkedalam lsumber lair ldari 

lsuatu lusaha latau lkegiatan, lmaka lbagi lsiapa lsaja lbaik lsecara lperorangan 

lmaupun lbadan lusaha ldilarang lmelakukan lperbuatan lyang lmengakibatkan 

ldilampauinya lbaku lmutu lair llimbah lartinya ldi ldalam lpengelolaan lair llimbah 

l(Bahwa lhasil lpengelolaannya lharus ldibawah lbaku lmutu ltidak lboleh lmelebihi 

lbaku lmutu lair llimbah) lkarena ldampak ldari lpembuangan llimbah lcair lke lmedia 

llingkungan lhidup lyang lmelebihi lbaku lmutu ldapat lmenimbulkan lpencemaran 

ldan latau lpengrusakan llingkungan lhidup. l 

Masalah lperizinan ljuga lmenjadi lsalah lsatu lmasalah linvestasi lyang lperlu 

ldibenahi lselain lpersyaratan linvestasi, lketenagakerjaan, lkemudahan ldan 

lperlindungan lUMKM ldan lkemudahan lberusaha. lSalah lsatu lkomponen lyang 

lpenting ldalam ldalam lizin llingkungan ladalah ldengan lmenerbitkan lamdal lbagi 

linvestor lyang lakan lmenjalankan lusahanya ldi lIndonesia. 

Definisi lamdal lmenurut lUndang-Undang lPPLH ladalah lkajian lmengenai 

ldampak lpenting lsuatu lusaha ldan/atau lkegiatan lyang ldirencanakan lpada 



llingkungan lhidup lyang ldiperlukan lbagi lproses lpengambilan lkeputusan ltentang 

lpenyelenggaraan lusaha ldan/atau lkegiatan. 

Amdal ladalah lanalisis lyang lmeliputi lberbagai lmacam lfaktor lseperti lfisik, 

lkimia, lbiologi, lsosial lekonomi, ldan lsosial lbudaya lyang ldilakukan lsecara 

lmenyeluruh lyang lterdiri ldari l3 l(tiga) ldokumen, lyaitu lkerangka lacuan, lamdal 

ldan lRencana lPemantauan lLingkungan lHidup l(RKL-RPL). 

Dengan lberdasar lpada lproblematika litulah lpenulis ldisini lberupaya lmelalui 

lskripsi lini lingin lmengurai, lmenganalisis ldan lmembandingkan ltentang lperaturan 

lyang lmengatur lmengenai lair llimbah lyang lsalurkan lmelalui lsaluran lair lke 

lsawah lyang lada ldi lsekitar lperusahaan lindustry ltekstil lyang ldimiliki loleh 

lpeusahaan luntuk lpergunakan lmasayarakat lsetempat luntuk lmenanam lpadi, lMaka, 

lpenulis ldisini ltertarik lmengambil ljudul lskripsi ldengan ljudul l“PERTANGGUNG 

lJAWABAN lPIDANA lPELANGGARAN lBAKU lMUTU lAIR lLIMBAH lYANG 

lDI lKELUARKAN lOLEH lPERUSAHAAN lYANG lBERGERAK lDI lBIDANG 

lTEKSTIL lTERHADAP lMUTU lAIR lDI lWILAYAH lBANDUNG l(STUDI 

lKASUS lPERKARA lNOMOR l894 lK/PID.SUS.LH/2019)” 

B. lRumusan lMasalah l 

 Melihat lpada lpermasalahan lbaku lmutu lair lyang lterjadi lpada lperusahaan 

lindustri ltekstil lpenulis lingin lmenganalisa lmengenai lpermasalahan ltersebut 

lterkait lbaku lmutu lair lyang ltelah lmebuang llimbah lke lsaluran lair lke larah lsawah 



lsekitaran lperusahaan ltersebut. lBerikut lRumusan lMasalah lpada lpenelitian lpenulis 

l: l 

1. Apakah lFaktor lPenyebab lBaku lMutu lAir lLimbah lyang ldikeluarkan loleh 

lPT. lSINAR lBASKARA lSEJATI? 

2. Bagaimana lPertanggung lJawaban lHukum lyang lmelanggar lBaku lMutu 

lAir lLimbah lyang ldi lkeluarkan lperusahaan l(Studi lKasus lPerkara lNomor 

l894 lK/PID.SUS.LH/2019)? 

3. Bagaimana lpertimbangan lhakim lterhadap lbaku lmutu lair l(Studi lKasus 

lPerkara lNomor l894 lK/PID.SUS.LH/2019)? 

C. lTujuan ldan lManfaat lPenelitian 

A. lTujuan lPenelitian 

a. lUntuk lmengetahui ldan lmenganalisis lmengenai lfaktor lbaku lmutu lair 

lyang ltidak lsesuai ldengan laturan lBadan lPengelolaan lLingkungan lHidup 

lDaerah l(BPLHD) 

b. lUntuk lmengetahui ldan lmenganalisis lmengenai lpertanggung ljawaban 

lHukum lyang lmelanggar lBaku lMutu lAir lLimbah lyang ldi lkeluarkan 

lperusahaan 

c. lUntuk lmengetahui ldan lmenganalisis lMengenai lpertimbangan lhakim 

lterhadap lbaku lmutu lair 

 



B. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

1) Menambah pengetahuan tentang Baku Mutu Air Limbah 

2) Memberikan pandangan bagaimana Pertanggung Jawaban Hukum mengenai 

pelanggaran Baku Mutu Air Limbah yang di keluarkan perusahaan 

3) Memberikan Pengetahuan mengenai pertimbangan hakim terhadap baku 

mutu air  

b. Manfaat Praktek 

1) Dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi penulis didalam bidang 

hukum lingkungan sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat kelak. 

2) Dapat dijadikan rujukan, masukan bagi pengambil kebijakan berkaitan 

dengan hukum lingkungan di Indonesia. 

3) Sebagai masukan bagi Pemerintah dalam merumuskan kebijakan hukum 

yang berkaitan dengan baku mutu air yang tercemar di Indonesia. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual 

1. Kerangka teoritis  

A. Teori Pertanggung Jawaban Korporasi  

 Perusakan atau Pencemaran lingkungan tersebut juga tidak dapat dilepaskan 

dari kesalahan pejabat yang berwenang, terutama di bidang perizinan. Dalam 



perkembangannya tanggung jawab pidana lingkungan dapat dikenakan kepada badan 

hukum (rechtspersoon) dan pejabat yang berwenang. 

 Di Indonesia berdasarkan pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP), maka badan hukum tidak dapat di pidana. Menurut Pasal ini yang dapat 

dipidana adalah “pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-

komisaris’. Ternyata untuk beberapa tindak pidana tertentu, ditetapkannya pengurus 

saja sebagai yang dapat dipidana tidaklah cukup misalnya di dalam tindak pidana 

lingkungan hidup, kerugian yang dialami oleh masyarakat atau negara akibat tindak 

pidana lebih besar jika dibandingkan dengan pidana denda yang dijatuhkan kepada 

pengurus badan hukum yang melakukan tindak pidana. Di samping itu, dipidannya 

(penjara) pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa badan hukum tidak 

lagi melakukan tindak pidana. dengan perkataan lain, “detterent effect” nya tidak dapat 

di harapkan dengan baik apabila hanya pengurus saja yang dipidana.6  

 Menurut Mas Ahmad Santosa, Perubahan paradigma hukum mengenai sanksi 

pidana korporasi ini sejalan dengan perkembangan kegiatan ekonomi di belahan dunia, 

dan gejala kriminalitas merupakan suatu kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan 

ekonomi domana korporasi banyak berperan dalam mendukung dan memperlancar 

kegiatan tersebut. Perkembangan dan pertumbuhan korporasi dampaknya dapat 
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menimbulkan efek negatif sehingga kedudukan korporasi mulai bergeser dari subjek 

hukum perdata menjadi subjek hukum pidana.7 

 Dengan demikian, pertanggung jawaban badan hukum tetap membuka 

kemungkinan untuk menuntut dan mempidana individu-individu, termasuk para 

pengurus atau manajer, di samping badan hukum itu sendiri. Bagaimana pun peran 

manusia atau individu-individu dan oleh karena itu mereka tetep perlu menjadi sasaran 

penuntutan. Pengurus adalah individu-individu yang mempunyai kedudukan atau 

kekuasaan sosial, setidaknya dalam lingkup perusahaan tempat mereka bekerja. Oleh 

sebab itu, selain menikmati kedudukan sosial, perlu pula diiringi dengan tanggung 

jawab sebagaimana tercermin dalam ungkapan:  

“where social power exists, so does responsibility.”8  

B. Teori Kewenangan  

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting 

dalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink 

dan J.G Steenbeek menyatakan: “Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in 

he staats-en administratief recht”.9  

                                                           
7 Mas Ahmad Santosa, Op. Cit., hlm 243.  
8 Gunter heine, (1994), “Sumary” dalam Die Strafrechtliche Verantwoetlichkeit van 
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9Nur Basuki Winanrno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, laksbang 

mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.  



Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang 

digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah 

“bevoegheid” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika 

dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah 

“bevoegheid”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya.Istilah 

“bevoegheid” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum 

privat.Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya 

digunakan dalam konsep hukum publik.10 Meskipun demikian kekuasaan mempunyai 

dua aspek yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya 

beraspek pada hukum semata yang artinya kekuasaan itu dapat bersumber dari 

konstitusi, serta dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya 

melalui perang atau kudeta, sedangkan kewenangan itu sendiri jelas bersumber dari 

konstitusi. 

Penyidikan di perusahaan hampir selalu terjadi dalam keadaan perkara tindak 

pidana yang tertangkap tangan. Oleh karenanya kewenangan penegakan hukum di 

perusahaan yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup 

kewenangan penyelidikan, sehingga apabila ditemukan pelanggaran atau kejahatan di 

perusahaan khususnya yang mengahasilkan limbah cair atau limbah padat dapat 

langsung seketika dapat diambil tindakan untuk ditindak lanjuti. Kitab Undang-
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Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membedakan antara tindakan hukum yang 

dinamakan penyidikan dan penyelidikan, walaupun penyidikan bukan merupakan 

fungsi yang berdiri sendiri dan terpisah dari fungsi penyelidikan. Pasal 1 KUHAP 

merumuskan penyidikan sebagai serangkaian dari penyidikan dalam hal dan menurut 

cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang 

dengan bukti tersebut membuat jelas tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 

menemukan tersangka. 

Pada dasarnya masyarakat tidak memahami mengenai baku mutu air yang tidak 

sesuai dengan apa yang telah di tentukan sehingga terjadi ketidakpahaman mengani 

limbah air yang terjadi di sekitaran kita.  

 

 

C. Teori Penegakan Hukum 

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah 

kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah 

mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk 

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup11  

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh 

aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan 
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pelaksaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum 

merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta 

perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut  

D. Teori Pertimbangan Hakim  

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa 

dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan 

perbuatan yang di tuduhkan kepadanya. 

b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa 

itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di 

pidana. 

c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana. 

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh 

Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari 

batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari 

batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus 

putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, 



ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam 

mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:12 

1. Teori Keseimbangan 

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh 

Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan 

perkara. 

2. Teori Pendekatan Seni  

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. 

Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan 

keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara 

perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan 

tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara 

pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan 

oleh insting dari pada pengetahuan dari Hakim. 

3. Teori Pendekatan Keilmuan 

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus 

dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya 

dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan 

hakim. 
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4. Teori Pendekatan Pengalaman 

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam 

menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari. 

5. Teori Ratio Decidendi 

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan 

segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian 

mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang 

disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan 

hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan 

memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara. 

6. Teori Kebijaksanaan 

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan 

orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan 

melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, 

masyarakat dan bangsanya. Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus 

memutus dengan seadiladilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. 

Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah:13 

1. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian 

konkrit dalam masyarakat. 
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2. Menambah Undang-Undang apabila perlu. 

1. Kerangka Konseptual  

A. Hukum Pidana Lingkungan  

Memahami konsep hukum pidana lingkungan adalah memahami konsep 

hukum pidana itu sendiri. Hal ini karena hukum pidana lingkungan termasuk dalam 

hukum pidana. Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan 

hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan 

untuk:14 

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang 

dilarang, dengan disetai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja 

yang melanggarnya  

2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan 

larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana 

yang telah diancamkan  

 

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut  

Apabila mengacu kepada objek kajian hukum pidana lingkungan yang 

demikian, ruang lingkupnya meliputi dua hal. Pertama, semua undang-undang 
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dibidang lingkungan yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu disertai ancaman 

sanksi pidana atau tindakan antara lain:  

1.  Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya  

2. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

3. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah  

4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan 

Lingkungan Hidup  

5. Undang-Undang No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air  

Kedua, Semua peraturan daerah yang bersanksi pidana atau tindakan yang 

mengatur bidang lingkungan. Perda mengenai hal ini ratusan bahkan ribuan jumlahnya 

karena tiap tiap provinsi dan kabupaten/kota membuat perda sendiri-sendiri terkait 

aktivitas di bidang lingkungan. 

B. Kepatuhan Hukum  

Instrumen-Instrumen hukum lingkungan internasional baik dalam bentuk 

deklarasi, perjanjian atau protokol pada tingkat nasional dilaksanakan melalui 

peraturan perundang-undangan nasional, sehingga dalam tatanan praktis teori-teori 

kepatuhan terhadap hukum nasional dalam banyak hal juga relevan dengan kepatuhan 

hukum internasional. Baik kepatuhan hukum lingkungan internasional dan hukum 

nasional dapat dijelaskan berdasarkan dua teori utama atau dua model utama. Pertama, 



teori rasionalis yang menitikberatkan kepatuhan terhadap hukum melalui penegakan 

hukum dan penjeraan. Kedua, teori kooperatif yang menitik beratkan kepatuhan 

melalui proses kerja sama antara pemerintah dam sektor usaha untuk mendorong 

tingkat kepatuhan.  

 Teori rasionalis dikembangkan atas dasar pertimbangan bahwa perusahaan dan 

pelaku usaha merupakan pelaku yang selalu berusaha memperoleh keuntungan yang 

sebesar-besarnya. Mereka tidak akan mematuhi hukum atau melakukan pelanggaran 

hukum manakala menurut pertimbangan mereka bahwa jumlah keuntungan yang 

diperoleh dengan melakukan pelanggaran melebihi ongkos atau biaya yang 

ditimbulkan akibat penjatuhan sanksi. Untuk mengubah perilaku usaha pengejar 

keuntungan, model pendekatan hukum yang di gunakan adalah melalui program 

pemantauan atau pengawasan oleh pemerintah yang di dukung oleh pengenaan sanksi 

atas pelanggaran yang ditemukan.15 

 Teori Kooperatif dilandasi oleh pertimbangan bahwa perusahaan merupakan 

pelaku yang mematuhi hukum seperti halnya warga yang patuh hukum. Kesadaran 

patuh pada hukum dilandasi oleh keyakinan pada adanya hukum yang sah yang 

dirumuskan dan dilaksanakan secara adil terhadap semua pelaku usaha yang menjadi 

sasaran.  

C. Penegakkan hukum lingkungan kepidanaan  
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Penegakan hukum lingkungan kepidanaan tidak lain adalah penegakkan 

terhadap ketentuan-ketentuan pidana dari hukum lingkungan . Substansi, wewenang 

kelembagaan, dan prosedur yang digunakan secara umum tunduk pada ketentuan 

hukum lingkungan, kecuali jika hal itu belum diatur secara khusus. Ketentuan pidana 

di bidang lingkungan hidup secara umum diatur dalam pasal 94-120 UUPPLH-2009. 

Selain itu, ketentuan pidana lingkungan juga diatur dalam peraturab perundang-

undangan sektor, seperti Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya (UU No. 5 Tahun 1990), Undang-, Undang Ketenaganuklir (UU No. 10 

Tahun 1999), Undang-Undang Kehutanan (UU No. 41 Tahun 1999 jo UU No. 19 

Tahun 2001), UU pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU No. 4 Tahun 2009), UU 

Panas Bumi (UU No. 27 Tahun 2003), Undang-undang Sumber Daya Air (UU No. 7 

Tahun 2004), Undang-Undang Perikanan (UU No. 31 Tahun 2004), UU dan lain 

Sebagainya. 

 

D. Pengendalian Pencemaran Air  

Upaya pengendalian pencemaran air di Indonesia mula-mula diatur dalam PN No.20 

Tahun 1990. Pada tanggal 14 Desember 2001 Pemerintah telah mengundangkan PP 

No. 82 Tahun 2001 tentang Penglolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran 

Air ( LN Tahun 2001 Nomor 153) yang mencabut berlakunya PP No. 20 Tahum 1990  



 PP no. 82 tahun 2001 memuat pengertian tentang beberapa konsep yang 

berhubungan dengan pengedalian pencemaran air, yaitu: air, pengelolaan kualitas air, 

pengendalian pencemaran air, kriteria mutu air, buku mutu air, beban pencemaran, 

daya tamping beban pencemaran.  

 Pasal 1 ayat 3 PP No. 82 tahun 2001 merumuskan pengertian pengelolaan 

kualitas air adalah: “upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kulitas air yang 

diinginkan sesuai peruntukkannya untuk menjamin agar kulitas air tetap dalam kondisi 

alamiahnya.” Pasal 1 ayat 4 PP No.82 Tahun 2001 merumuskan pengertian 

pengendalian pencemaran air: “Upaya pencegahan dan penanggulangan oencemaran 

air serta pemulihan kualitas air”. Pasal 1 ayat 7 PP No. 82 Tahun 2001 merumuskan 

pengertian kriteria mutu air, yaitu: “Tolak ukur mutu air untuk setiap kelas air.” 

Ketentuan empat kelas, yaitu: Kelas Satu, Kelas Dua. Kelas Tiga dan Kelas Empat. 

Kelas satu adalah air yang peruntukkannya dapat digunakan untuk air baku air minum 

dan/atau peruntukkan lain mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan 

tersebut. Kelas dua adalah air yang peruntukkannyadapat digunakan untuk 

prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk 

pertanaman, atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan 

kegunaan tersebut. Kelas tiga adalah air yang peruntukkannya dapat digunakan 

pembudidayaan ikan air tawar, pertenakan, air untuk pertanaman, atau peruntukan lain 

yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Kelas empat 



adalah air yang peruntukkannya dapat digunakan untuk pertanaman, atau peruntukan 

lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.  

 Pengelolaan kualitas air dilakukan melalui langkah-langkah berikut: 

penyusunan rencana pendayagunaan air, penetapan kelas air dan kriteria mutu air 

sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2), penetapan atau pemberlakuan baku 

mutu air, pemantauan kulitas air. Pengendalian pencemaran air dilakukan melalui 

langkah-langkah berikut: penetapan daya tamping beban pencemaran pada setiap 

sumber air, inventarisasi dan identifikasi sumber pencemarn air, penetapan 

persyaratan air limbah untuk aplikasi ke tanah, penetapan persyaratan pembuangan air 

limbah ke air atau sumber air, pemberlakuan izin pemanfaatan air limbah ke tanah dan 

izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air daan pemantauan kulitas air pada 

sumber air  

E. Metode penelitian  

1. Tipe Penelitian  

Jenis penelitian yang dipakai pada penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum 

normatif. Peter Mahmud16 berpendapat bahwa, “Penelitian Hukum (legal research) 

adalah menemukan kebenaran koheresi, menemukan adakah aturan hukum sesuai 

norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai 
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dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma 

hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.” 

 

2. Pendekatan masalah  

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan 

kasus.  

a. Pendekatan Perundang-undangan  

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

PP No.82 Tahun 2001 tentang Penglolaan Kualitas Air dan Pengendalian 

Pencemaran Air 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

b. Pendekatan Kasus Skripsi ini menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Bale 

Bandung NOMOR 894 K/Pid.Sus.LH/2019 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum  

Data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti 

langsung dari subjek atau objek penelitian. Data sekunder, yaitu data yang didapatkan 

tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian17 Dalam penelitian ini 

menggunakan data sekunder sebagai berikut: 
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A. Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer didalam penelitian adalah 

bahan hukum yang kekuatannya mengikat, yaitu Kitab Undang – Undang 

Hukum Pidana, Pasal 116 dan Pasal 118 Undang-Undang Perlindungan dan 

pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 , PP No.82 Tahun 2001 

tentang Penglolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 

B. Bahan Hukum Skunder, Merupakan Bahan Hukum Sekunder menurut  

pendapat Peter Mahmud,18 bahan sekunder merupakan suatu petunjuk  

untuk dapat memulai suatu penelitian, panduan berfikir untuk menyusun  

argumentasi dan pendapat hukum.Bahan Sekunder meliputi:  

1) Buku- Buku Hukum. 

2) Jurnal Hukum 

C. Bahan Hukum Tersier, merupakan Bahan hukum tersier sebagai bahan 

hukum penunjang yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder (kamus, serta 

artikel dari internet dll)19 
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4. Pengelolahan dan Analisis Bahan Hukum  

Setelah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkumpul dan dirasa sudah 

cukup lengkap kemudian diolah secara kualitatif. Teknik analisis kualitatif dilakukan 

dengan cara menganalisis bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan 

perudang-undangan, pandangan pakar atau pandangan penulis sendiri, kemudian 

dilakukan interprestasi untuk mencari suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian. 

F. Sistematika Penulisan  

Agar penyusunan skripsi ini lebih mudah dan memberikan gambaran secara 

menyeluruh tentang pokok bahasan atau metode dari skripsi ini, maka penulis 

memberikan sistematika penulisan terdiri atas 5 bab, sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN  

Bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan 

konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNG 

JAWABAN PIDANA PELANGGARAN BAKU MUTU 

AIR LIMBAH YANG DI KELUARKAN OLEH PT. SINAR 

BASKARA SEJATI YANG BERGERAK DI BIDANG 

TEKSTIL TERHADAP MUTU AIR 



Bab II ini Penulis akan menguraikan korporasi, tindak pidana, 

Tindak Pidana Lingkungan, Pencemaran air, sistem 

Petanggungjawaban korporasi, dan korban 

BAB III FAKTA YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA 

PENCEMARAN AIR YANG MENGAKIBATKAN 

KERUGIAN PADA MASYARAKAT OLEH 

PERUSAHAAN INDUSTRI TEKSTIL (Studi Kasus 

Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 894 

k/Pid.Sus.LH/2019.)  

Bab III ini diuraikan kasus posisi, dakwaan, fakta hukum, 

tuntutan penuntut umum, dan putusan hakim  

BAB IV ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN 

TINDAK PIDANA BAKU MUTU AIR LIMBAH YANG 

MENGAKIBATKAN KERUGIAN PADA MASYARAKAT 

OLEH PERUSAHAAN INDUSTRI TEKSTIL (Studi Kasus 

Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 894 

k/Pid.Sus.LH/2019.)  

Penulis akan menjelaskan terkait dengan bagaimana ketentuan 

hukum tentang pemidanaan terhadap prncemaran lingkungan 

yang melakukan tindak pidana pembuangan limbah yang 



mengakibatkan kerugian pada masyarakat dan menjelaskan 

tentang penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana 

pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kerugian pada 

masyarakat oleh perusahaan industry tekstil dalam perkara 

nomor. : 894 k/Pid.Sus.LH/2019. Sudah memenuhi asas 

keadilan dan tujuan pemidanaan  

BAB V  PENUTUP 

Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan yang merupakan 

jawaban - jawaban dari rumusan permasalahan dan saran yang 

disesuaikan dengan hasil penelitian. 

 


